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RING KA SAN 

TOGA TARANA COSMAN SITORUS, PENGA WASAN PEMBA Y ARAN MASA 
\\ .·:,~"'··· ... ~--""t:._ 

PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK 100 BESAR DALAM MENINGKA'{;_~AN:
1

~ • .:P)"i). 
_,:.:~~/ A r~~t .~ ;,;_:._~:\ 

. ,. 
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELA YANAN PAJAK MEDA~-'KOT!\ __ '.:· ·, · 

-~:.~ .J. ~ ... :-~~! • ~ • '_l, 

MEDAN, (Di bawah bimbingan Ors. H. Arifin Lubis, Ak., MM., s0laku Pcfnbi:m,b1ni ~-;":""·, ::_~ -
"~..... .. ,.._ .... ;• ~ •' - \ ' 

I dan Linda Lores, SE. , MSi selaku Pembimbing II) '· · :: . ., \~\~:.,.J 

Salah satu potensi besar yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak 

adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan, khususnya Wajib Pajak 100 besar. 

Oikatakan Wajib Pajak 100 besar karena angsuran pajak yang disetorkan setiap 

bulanannya melebihi setoran dari Wajib Pajak badan lainnya, sehingga termasuk 

dalam peringkat Wajib Pajak 100 besar. PPh Pasal 25 merupakan ketentuan yang 

mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan PPh yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajih Pajak pada tahun berjalan. 

Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang dilakukan Wajib Pajak 100 besar 

t0rscbut harus dilakukan p0ngawasan, agar pcmbayaran yang dilakukan scsuai 

dengan penerimaan pajak. Adapun pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan 

SPT. Sebagaimana diketahui 'bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak w1tuk 

melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Oleh karena itu 

Wajib Pajak Badan disyaratkan harus melampirkan laporan keuangan pada SPT 

Tahunan formulir 1ii1. 
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Setelah mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Medan Kota Medan, maka dapat dip~r9leh rµim1san masalah s~bagai b~rikµt : 

Apakah pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar 

yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan dapat 

meningkatkan penerimaan pajak ? 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa pembayaran PPh Pasal 25 

Wajib Pajak I 00 Besar badan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Kota Medan. Hal itu terbukti dari : 

l. WP badan 100 besar yang tidak melaporkan SPT untuk tahun pajak 2003 

sebanyak 17, dan untuk tahun pajak 2004 sebanyak 9. Dari data ini terjadi 

penurunan jumlah WP yang tidak melaporkan SPT sebanyak 8. Penurunan ini 

disebabkan karena tindakan pengawasan melalui himbauan dan memberikan 

sanksi serta menidak tegas dengan mengeluarkan Surat Teguran. 

2. Jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP badan 100 besar untuk tahun pajak 2003 

adalah Rp. 80.144.590.150, sedangkan untuk tahun 2004 sebanyak Rp. Rp. 

120.775.056.900,- Dalam hal ini terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar 

Rp. 40.630.466.850. Kenaikan penerimaan ini disebabkan karena bertambahnya 

jumlah Wajib Pajak badan yang melaporkan SPT-nya, 
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A. Alasan Pemilihan Judul 

BABI 

PENDAHULUAN 

Tugas negara pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan 

bagi rakyatnya. Hal ini menyebabkan negara harus tampil ke depan dan turut campur 

tangan, bergera k aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang 

perekonomian gumi tercapainya kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai dan 

menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya yang cukup besar. Demi 

berhasilnya usaha ini, maka negara mencari sumber dana dengan cara menarik pajak. 

Salah sutu pot~nsi besar yang dapat meningkatkan pcnerimaan dari pt~jak 

adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Sadan, khususnya Wajib Pajak 100 besar. 

Dikatakan Wajib Pajak I 00 besar karena angsuran pajak yang disctorkan sctiap 

bulanannya melebihi setoran dari Wajib Pajak badan lainnya, sehingga termasuk 

dalam peringkat Wajih Pajak 100 besar. PPh Pasal 25 merupakan ketentuan yang 

mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan PPh yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan. 

Angsuran PPh Pasal 25 Badan dapat dijadikan kredit pajak yang terutang atas 

seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak, dan dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Badan 

perbulan, dilakukan dengan cara menghitung selisih pajak pada tahun yang lalu 

dengan kredit pajak berupa PPh Pasal 22, 23 dan 24 dibagi dengan dua belas. 

1 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 18/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Toga Tarana Cosman Sitorus - Pengawasan Pembayaran Masa Pph Pasal 25….



L 

Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang dilakukan Wajib Pajak 100 besar 

tersebut harus dilakuLan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan sesuai 

dengan penerimaan pajak.\Adapun pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan 

SPT. Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk 

melaporkan seluruh kei;iatan usaha W;1jib Pajak periode tertentu. Oleh karena itu 

Wajib Pajak Badan disyaratkan harus melampirkan laporan keuangan pada SPT 

Tahunan fommlir 1771. 

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota sebagai objek penelitian 

karena telah memenuhj syarat, dimana terdapat Wajib Pajak 100 besar. Dilain pihak 

terdapat beberapa masalah yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam tata cara 

perpajakan. Dcngan dasar ini maka dapat dijadikan pembahasan dalam suatu 

penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas !)enulis tertarik untuk menyajikannya dalam bentuk 

skripsi dengan memilih judul : PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK 

PPh PASAL 25 WAfIB PAfAK 100 BESAR DALAM MENINGKATKAN 

PENERIMAAN PAfAK PADA KANTOR PELAYANAN PAfAK MEDAN KOTA 

MEDAN. 

B. Perumusan Masalah 

Setelah mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayarnm Pajak 

Medan Kota Medan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : 

Apaka.h pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar 

yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan dapat 

meningkatkan penerimaan pajak ? UNIVERSITAS MEDAN AREA
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C. Hipotcsis 

Menurut Hus~in Umar ,"Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai 

suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat 

menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya"1
• Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut di atas dapat 'ditarik rumusan sementara sebagai berikut : 

Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh Pa~al 25 Badan Wajib Pajak 100 di 

Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan belum dapat meningkatkan penerimaan 

pajak. 

D. Luas, Tujuan dan l\fanfaat Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini , 

maka penelitian ini d1batasi hanya pada masalah Pengawasan Pembayaran Masa 

Pajak PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar dalam Meningkatkan Penerimaan 

Pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan, dengan mempergunakan 

data tahun pajak 2003 dan 2004. 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 

Badan Wajib Pajak 100.besar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan. 

2. Untuk mengetahui ctengan menerapkan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 

25 Badan Wajib Pajak 100 besar, dapat meningkatkan penerimaan pajak. 

Manfaat penelitian adalah : 

I. Menan1bah pengetahuan penulis dan pihak-pihak lain di bidang perpajakan 

khususnya mengenai pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib 

Pajak 100 besar dala,m meningkatkan penerimaan pajak. 

1 Husein Umar, l\':,etode Penelitian ~ntuk Skripsi dan Tesis Uisnis, Edisi Uatu, Cctakan 
Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.42. 
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·I 

2. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Kola 

Medan terhadap kekurangan yang terjadi dalam pengawasan pembayuran masa 
I 

pajak PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak l 00 besat. 

3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan 

\ 
dengan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 

besar dalam meningkatkan penerimaan pajak. 

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Un uk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi m1, 

penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepusta.k:aan dimaks;,idkan untuk mengumpulkan data yang bersumber 

dari literatur, buku-buku mcngenai perpajakan yang berhubungan ernt dengan 

judul penelitian. ' 

2. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan bertujuan mencari fakta yang sebenamya, yakni berdasarkan 

kenyataan yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota 

Medan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi data adalah seluruh PPh Pasal 

25 Badan Wajib Pajak 100 besar yang berjumlah 100 Wajib Pajak, dan yang akan 

dijadikan sampel adalah sebanyak 15 Wajib Paj~ yang bermasalah. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi (observation), yaitu dengan cara pengamatan langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Kota Medan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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.) 

2. Wawancara (interview), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawah langsung 

dengan pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan yang 

berkompeten untuk memperoleh data. 

F. Metode Analisis 

Analisis data yang penulis lakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu : 

I . Metode Deskriptii~ yaitu metode anaJisis dimana data yang dikwnpulkan, 

diklasifikasikan, dianalisis kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh 

gambaran yangjelz.s tentang fakta yang berlaku pada objek penelitian. 

2. Metode Komparatif, yaitu analisis data dengan cara membandingkan antara teori 

dengan prnktek sehingga diperoleh persesuaian atau perbedaannya. 

Beradasarkan hasil analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan dan 

se! anjutnya mengajukcn saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi. · 

\ 
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\ 

HAUll 

LAN.DASAN TEORITIS 

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengawasan 

.l. .Pcngcrtian Pengawasan 

Pengawasan merupakan kegiatan untuk mencegah timbulnya penyimpangan 

dari rencana-rencana, instruksi-instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dengan· a<lanya pengawasan, diharapkan penyimpangan-penyimpangan 

yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin. 

Pengawasan diartikan bukan mencari kesalahan tetapi mengusahakan agar 

pelaksanaan kegiatan <lapat berjalan lancar dan membandingkan basil yang dicapai 
• 

dengan standar yang tdah ditetapkan. Apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan 

standar harus dilakukan penyidikan mengapa dapat terjadi, dan bila memungkinkan 

diambil usaha perbaikan agar penyimpangan tersebut dapat diatasi. Dengan kata lain 

pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan memperbaiki 

peny1mpangan sehingga tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

Berikut ini penulis menyajikan pengertian pengawasan menurut beberapa 

pendapat para ahli : 

Menurut Abas Kartadinata,"Pengawasan adalah usaha sistimatis yang 

dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk membandingkan hasi1-hasi1 yang dicapai 

dengan rencana yang d1tetapkan semula". 2 

2 Alias KartadinatJ, Akuntansi darn Analisa Biaya, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 200 I, 
him. 21 . 

6 
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7 

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja, "Pengawasan adalah proses untuk 

met~jamin bahwa tujuan-tujuan orgarnsasi dan manajemen tercapai . Hal ini bcrkcnaan 

dengan tata cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan". 3 

Defenisi di atas, terlihat bahwa pengawasan merupakan tugas dari pimpinan 

untuk menilai bawahan, yaitu dengan membandingkan rencana dengan hasil yang 

telah diperoleh. Bagi perusahaan besar pengawa1an ini mutlak diperlukan dan 

dipelihara sebaik-baiknya. 

Pengawasan hams dilakukr.n secara terus-menerus dan pengawasan harus 

dilakukan selama periode penilaian, sehingga apabila terjadi penyjmpangan yang 

terjadi dapat diidentifikasi dan dikoreksi. Dengan adanya pengawasan maka kegiatan 

selanjutnya dapat lebih diarahkan agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. 

J@ Jenis-Jenis Pengawasan. 

Ada empat macmJ jenis-jenis pengawasan, yaitu : 

"'a. Waktu pengawasan. 

b. Objek pengawasan. 

c. Subjek pengawasan. 

d Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan".4 

Ad.a. Waktu pengawas.m. 

Pengawasan me~urut waktu dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu preventif 

dan represif Pengawasan preventif merupakan pengawasan pendahuluan yaitu 

pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau 

penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum 

suatu tahap kegiatan tertentu dilakukan. 

3 
Mulyadi dan Kanaka Puradireja, Auditing, Buku Satu, Edisi J, Pcncrbit Salemba Empat, 

Jakart a. 1999, him. 3. 
4 Ruchyat Kosasih, Auditing Prinsip dan Prosedur, Edisi IV, Penerbit Ana.nda, Yogyakarta, 

1999, him. 58. 
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Tuj111111 dari pc11p,nw11s1111 prcvcnlif udnlnh : 
' 

I) Mcncegah tcrjudin~1a tindukan-tindakan yang rncnyirnpang dari dusar yang tdah 

ditentukan. 

2) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif 

dan efisien. 

3) Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. 

4) Menentukan tanggungjawab dan wewenang dari berbagai unit organ1sas1 

sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. 

Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah sesuatu 

kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan apa yang telah terjadi, dengan apa 

yang seharusnya tcrjadi. Kegiatan pengawasan represif yang dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan mengikuti 

kebijakan. 

Ad.b. Objek pengawasan 

Objek pengawasan dibedakan atas beberapa bi dang, yaitu bi dang produksi, 

keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatan-ke.giatannya. 

Ad.c. Subjek pengawasan. 

eengawasan dibedakan atas pengawasan intern dan pengawasan ekstem. 

"Pengawasam intern meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang 

terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, 

mencek kecennatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan 

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen". 5 
-

5 
lkatan Akw1tan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik, J>enerbit Salcmba 

Empat, Jakarta, 2001, him. 69. 
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l\:ng11was1111 intorn dihugi 111l111j11<1i d1111 lmgi1111 y11il11 : 

1) Pengawasan adtninistratif meliputi struktur organisasi dan semua metodc dan 

prosedur yang term:ama dengan efisiensi operasi dan kepatuhan pada kcbijakan 

manajemen dan biasanya ha:iya mempunyai pubungan yang tidak langsung 

dengan catatan finansial. 

2) Pengawasan akuntansi meliputi organisasi, semua prosedur dan catatan yang 

berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan, serta dapat dipercayainya 

catatan keuangan. Oleh karena itu pengawasan ini harus disusun sedemikian rupa, 

sehingga memberi jaminan yang memadai. 

Pengawasan ekstem, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau unit 

organisasi yang berada di luar perusahaan yang bersangkutan. Pengawasan dari pihak 

luar perusahaan kurang membantu pimpinan, karena pengawasan yang dilaksanakan 

bukan merupkan tindakan pencegahan terhadap transaksi yang tidak diinginkan, 

tctapi pengawasan ~!~tdah terjadinya transaksi . Jadi pengawasan oleh pihak Juar 

hanya untuk mengetahui saja bukan melakukan pencegahan. 

Ad.d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. 

Jenis pengawasan ini dibagi atas empat bagian yaitu : pengawasan secara 

pribadi, atau meninjau secara pribadi, pengawasan yang dilakukan secara Iisan, 

pengawasan melalui laporan tertulis dan pengawasan melalui laporan kepada yang 

bersifat khusus. 

B. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan 

"Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), adalah suatu sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak" (i 

6 
H. Bohari, PengPntar Hukum Pajak, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 166. 
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Fungsi NPWP udalah : 

l . Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. 

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan. 

NPWP harus di':uliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada : 

a. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak. 

b. Surat menyurat dal'1m hubungan perpajakan. 

c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. 

Semua Wajib Fajak berdasarkan system self assessement wajib mendaftarkan 

diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak unluk dicatat scbagai Wajib Pajak dan 

sekaligus mendapatkan NPWP. 

Kewajiban me11Jaftarkan diri ;tersebut berlaku untuk wanita kawin yang 

dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim 

atau dikehendaki secar tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan 
\ 

harta. 

Berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, 

bagi Orang Pribadi atau Badan ;rang telah memenuhi syarat untuk memperoleh 

NPWP, dan Orang Pribadi atau Badan terse but tidak mendaftarkan diri, dapat 

diterbitkan NPWP ~ecara jabatan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh 

NPWP dibatasi jangka waktunya, karena ha] ini berkaitan dengan saat pajak terutang 

dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah : 

1) Bagi Wajib Paj~k Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak. 
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2) Bagi Wajib Pajak Badan selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha 

~ 

dija1ankan. 

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau 

menyalahgunakan atau nenggunakan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian 

pada pendapatan negara, diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 

enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang bayar. 

NPWP dapat hapus antara lain karena : 

. 
a) Wajib Pajak meninggal dunia tanpa meningga1kan warisan. 

b) Wanita kawin deng'ln tidak pisah harta atau penghasilan. 

c) Warisan telah sefesai dibagi. 

d) Badan dihuharkan sampai dengan penyelesaian likuidasi . 

e) Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan status BUT. 

NPWP terdiri dari 15 digit, dengan format sebagai berikut : 

XX.XXX.XXX. X-XXX.XXX 

a b c d e 

Keterangan : 

a) : Menunjukkanjeni~ subjck pajak. 

b) : Menunjukkan nom1 •r urut Wajib Pajak. 

c): Menunjukkan kod~ check digit. 

d): Menunjukkan kode KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. 

e): Menunjukkan kode cabang. UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 18/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Toga Tarana Cosman Sitorus - Pengawasan Pembayaran Masa Pph Pasal 25….



12 

C. Surat.Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan 

"Surat Pembericahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan pe~ 1ghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut 

ketentuan peraturan p~mndang-undangan perpajakan".7 

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah: 

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah pajak yang sebenamya terutang. 

2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri dan/atau melalui potongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun 

Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

3. Untuk melaporkan pembayaran dari pem0tongan atau pemungutan tentang 

pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam satu 

Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berla.ku. \ 

Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah : 

a. Sebagai sarana unt•1k melaporkan atau mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

sebenamya terutang. 

b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. 

c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, 

yang ditentukan olch ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

7 
Hardi, Pemeriksaan Pajak, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003, him. 4. 
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Prosedur pelaporw SPT adalah sebagai berikut : 

1) Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak 

setempat ( dengan menunjukkan NPWP). 

2) SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar, akan mengakibatkan pajak 

yang terutang kufang dibayar, dan dikenakan sanksi perpajakan. 

3) SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam 

batas waktu yang ditentukan, akan diberikan tanda terima yang bertanggal. 

Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan 

tanda bukti serta tanggal pengiriman diangap sebagai tanda bukti dan tanggal 

pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. 

4) Bukti-bukti yang dilampirkan pada SPT, antara lain : 

a) Untuk Wajib Pc..jak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa 

neraca dan Laporan Rugi Laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk 

menghitung besamy::i penghasilan kena pajak. 

b) Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan: penghitungan jumlah 

peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

Apabila kesalahan diketahui terjadi pada pengisian SPT, Wajib Pajak dapat 

rnelakukan pernbetulan SPT atas kemauan sendiri dengan rnenyampaikan pernyataan 

dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa 

Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belwn 

melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak dikcnakan sanksi 
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administrnsi herupa bunga scbesar 2 °;;, sehulan atas jumlah pajak yang kurnng bayar, 

dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir dengan tanggal pembayaran karena 

pembetulan SPT tersebut. . - -;~ .., 
~- .. ,: t, ~ t } .. 1· ~;~¥. 

"-·~.'f~-""""~:"41" ?'""'""-
'(~? ,•\ .. \ 

Penetapan jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhif,~~{epanj :i,~Jf ~.('\ 
~~( ~~-:::/>;;;" ~" ,/': 

Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, kl~f:~ w~~~.~) F,. 
'\ -~ -,,.. -./ ~·· 

Pajak masih diberikan kesempatan untuk mengu..Tigkapkan ketidakbenaran pef},gi ~i~·>~ 
--·-~---,,.-

I 

SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat 

mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri. 

P.~nguf1gkapan i::ii terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 

"l) Pajak-Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bcsar, atau 

2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau 

3) Jumlah hartu menjadi lebih besar, atau 

4) Jumlah modal menjadi lebih besar".8 

Pajak kurang bayar yang timbul sebagai akibat pcngungkapan yang 

ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi aciministrasi berupa kenaikan 

sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan 

disampaikan. Meskipur,, telah di1akukan pemeriksaan, sepanjang belum dilakukan 

penyidikan mengenai' adanya ketidakbenaran penyampaian SPT, terhadap 

ketidakbenaran perbua11n Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan 

apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkap ketidakbenaran tersebut. 

Pengungkapan ketidk:benaran tersebut harus disertai pelunasan kekurangan 

8 
Gunadi, Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang_Undang Pajak Baro, Edisi I, Cetakan 

Ketujuh, Penerbit PT. Grar:1edia Widiasarana lndonesia, Jakarta, 2003, hlm. I 88. 
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pembayaran pajak beserta sanksi 1dministrasi berupa denda sebesar 2 kali jumlah 

pajak yang kurang bayar. 

Wajib Pajak ticak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan 

tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan. Permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan 

diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan disertai : 

" 1) Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan. 
2) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu 

tahun pajak. 
3) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut 

perhitungan sementara waktu". 9 

Wajib Pajak diperbolehkan menunda SPT clan ternyata pcnghitungan 

sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, 

maka atas kckurangan pemhayaran terscbut dikcnakan bunga sebesar 2 '% scbulan 

yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT Tahunan 31 Maret 

sampai dengan tanggal pembayaran. 

D. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PPh Pasal 25 

Ketentuan dan tata cara perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah 

sebagai berikut : 

"1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap b~an adalah sebesar Pajak 
Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
pajak yang dikurangi dengan : 
a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagairnana dimaksud dalam Pasal 

21 dan 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 dan 

9 
Yusdianto Prabcwo, Akuntansi Perpajakan Terapan, Edisi l , Cetakan Kcdua, Pcnerbit 

Grasindo, Jakarta, 2002, him. 99. 

\ 
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b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang bolch 
dikrcditkan scbagaimana dimaksudkun dalam Pasal 24. dihagi 12 111a11 

banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 
2. Besamya arigsuran pajak yang hams dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

untuk bulan-bulan sebelum waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan, sama besamya angsurar. pajak untuk bulan terakhir tahun 
pajak yang lalu. i 

3. Apabila dalam tahun pajak berjalan d.iterbitkan surat ketetapan pajak 
untuk tahuu pajak yang lalu, maka besamya angsuran pajak dihitung 
kembali berdasarkan s.urat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai 
bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. 

4. DJTektorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan 
besamya angsuran pajak dalam tahun ' pajak berjalan dalam hal-hal 
tertentu, yaitu: 
a Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian. 
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 
c. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak . tahun yang lalu 

disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. 
d. W~jib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT 

Tahun Pajak Penghasilan. 
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

yang mengakibatkP.n angsuran bulanan lebih besar dari angsuran 
bulanan sebelum pembetulan. 

f Terjadinya perubahan keadaan usaha atau kcgiatan Wajib Pajak. 
5. Penghitungan besamya angsuran pajak Wajib Pajak baru, Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak tertentu 
lainnya termasuk Wajib Pajak Orang pribadi pengusaha tertentu diatur 
dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

6. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib 
membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

7. Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang 
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib 
Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain 
yang diken&kan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang
Undang ini". 10 

Ketetuan mengcnai Pasal 25 adalah mengatur tentang penghitungan besamya 

angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun-tahun 

berjalan. 

10 H. Mohammact Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, Himpunan Undsmg-Undnng 
Perpajakan 2001, Edisi Kedua, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2001 , him. 182. 
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Contoh Pajak Penghasilan yang terhutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan Badan tahun 200 l Rp. 50.000.000,-

Dikurangi : 

a. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp. 25 .000.000,-

b. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp. 2.500.000,-

c. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp. 7.500.000,-

J um I ah Kredit Pajak Rp. (35.000.000,-) 

Selisih Rp. 15.000.000,-

Besamya angsuran yajak yang hams dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap 

bulan untuk tahun paja1. 2002 adalah sebesar Rp. 15.000.000,-: 12 = Rp. 1.250.000,-. 

Pajak Penghasilan seb~gaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi 

masa 6 bulan tahun ?.000, maka besamya angsuran bulanan yang hams dibayar 

sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- :6 = Rp. 

2.500.000,-. 

Mengingat bata5 waktu penyampaian SPT Tahun Pajak Penghasilan adalah 3 

bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besamya angsuran pajak yang harus dibayar 
I 

sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan ayat 1. 

Berdasarkan kdentlmn ini besarnya angsuran pajak l.mtuk bulan-bulan 

sebelun1 batas waktu oenyampaian SPT Tahun Pajak Penghasilan tersebut adalah 

sama, dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Contoh : Apabila SPT Tahun Pajak Penghasilan disampaikan olch Wajib Pajak pada 

bulan Maret tRhun 200 l, maka besamya angsuran pajak yang hams dibayar 

. Waj .\'J Pajak untuk bulan Januari dan Febru~ri 2001 adalah sebesar angsuran 

pajak bulan Desember 2000, misalnya sebesara Rp. 1.000.000,- Apabila 

dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran 

pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sarnpai 

dengan Dec;ernber 2000 menjadi nihil, maka besamya angsuran pajak yang 

harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap 

sama dengan angsuran bulan Desember, yaitu nihil. 

Tahun berjalan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 

yang lalu, maka angsuran pajak dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. 

Perubahan angsuran pajak berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan 

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. 

Contoh : Berdasarkan SPT Tahun Pajak Penghasilan tahun pajak 2000 yang 

disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2001, perhitungan besamya 

angsuran pajak harus dibayar adalah sebesar Rp. 1.250.000,- Dalarn bulan 

Juni telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak pada tahun 2000 yang 

menghasilkan besamya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp. 

2.000.000,:.. Berdasarkan dalarn ayat ini, maka besamya angsuran pajak 

rnulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Penetapan besarnya 

angsuran pajak tersebut basa sama, lebih besar atau lebih kecil dari 

angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT Tahunan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Besamya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun 

berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang 

pada akhir tahun. Ofer. karena itu berdasarkan ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu 

Direktur J~nderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan penghitungan 

besarnya angsuran pajr.k yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun-

tahun berjalan, apabila terdapat kompensasi kerugian, Wajib Pajak menerima atau 

memperoleh penghasilan tidak teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau 

kegiatan Wajib Pajak. 

Contoh : Penghasilan PT. X tahun 2000 Rp. 120.000.000,-

Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat 

Dikompensasikan Rp. 150.000.000,-

Sisa kerugian yang belum dikompensasikan 

Tahun 2000 Rp. 30.000.000,-

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2001 adalah penghasilan 

yang dipakai sebagai dasar p~rhitungan angsu.ran Pajak Penghasilan 

I 
Pasal 25 : Rp. 120.000.000,- - (Rp. 30.000 .000,-) = Rp. 90.000.000,-

Pajak Penghru::ilan terutang: 

10 % x Rp. 50.000.000,
\ 

15 % x Rp. 40.000.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 6.000.000,-

Rp. 11.000.000,-

Tahun 2000 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh 

pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 24, maka besamya angsuran pajak bulanan PT. X tahun 2001= 

1112 x Rp. 11.000.000,- = Rp. 916.566. 
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Penghitungan Pajak Penghasdan Pasal 25, dimana Wajib Pajak mengalami 

terjadi pcruhahan kcauaan usaha atau kcgiatan Wajib Pajak dapat tcrjadi kan.~na 

penurunan atau peningkatan usaha. 

Contoh : PT. B yang bergerak dalam bidang produksi benang dalam tahun 2000 

membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 15.000.000,-. Dalam bulan Juni tahun 2000 

pabrik milik PT. B terbakar, oleb. karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak mulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT. B dapat disesuaikan peningkatan 

usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan PKP akan lebih 

besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan PT. 

B dapat disesuaikan okh Dirjen Pajak. 

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan baru dapat 

dilihat pada contoh benkut : 

Misalkan peredaran bruto 1 Mei 2001 menurut pembukuan sebesar Rp. 60.000.000,-

dan penghasilan neto· rnenjadi Rp. 7. 500.000,-. Besamya angsuran Pajak Pcnghasilan 

Pasal 25 Mei 200 I adalah : 

a. Penghasilan neto disetahunkan (12 x Rp. 7.500.000,-) = Rp. 90.000.000,-

b. Dasar penghitungar. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah : 

10 % x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,-

15 % x Rp. 40.G00.000,- = Rp. 6.000.000,-

Rp. 11.000.000,-

c. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Mei l/12 x Rp. 11 .000.000,-

= Rp. 916.666. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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I•'.. Simlisi AclministT111'i 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undnngan perpajakan akan dituruti/ditanti/dipatuhi . Atma dengnn katn lain sanksi 

perpajakan merupakan aJat pencegah (preventit) agar Wajib Pajak tidak melanggar 

norr.ia pcrpajakan. 

Undang-undang perpajakan mengenal dua macarn sanksi, yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran peraturan perundang-

undangan perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang 

hanya diancam dengan pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi 

administrasi dan pidan:i. Dalam pembahasan ini penulis hanya membahas sanksi 

administrasi saja. Berikut ini disajikan pcngertian sanksi administrasi : 

"Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan pada Wajib Pajak atas 
i 

pcmbayaran kcrugian kcpada negarn khususnya yang bcrupa dcnda, bunga dan 

kenaikan". 11 

Ketent\1an dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga mecam sanksi 

administrasi, yaitu : 

"I. Bunga 2 % per bulan. 

2. Denda administrasi. 

3. Kenaikan sebesar 50 % dan 100 %". 12 

Berikut ini disajikan penjelasan mengenai ketiga ketentuan sanksi 

adm.inistrasi, yaitu: 

11 Undang Undang No 16 Tahun 2000, Terutang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pcrpajakan, Pasal 36 Aynt (1). 

12 
Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003, him. 43 . UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Ad. 1. Sunga 2% per .bu1an. 

TABEL 1 
BUNGA 2% PER BULAN 

No Masai ah 

1. Pembetulan seudiri SPT (SPT tahun atau 

SPT Masa) tetapi belum diperiksa 

2. Dari Penelitian rutin : 

a. PPh Pasal 25 kurang/tidak bayar. 

b. PPh Pasal 21,23,25 dan 26 serta PPh 

yang terlambat diayar. 

c. SKPKB,STf' ,SKPBT tidak/kurang atau 

terlambat bayar. 

d. SPT salah tulis/hitung. 

3. Dilakukan pell1eriksaan pajak kurang 

bayar (maksirhum 24 bulan) 

4. Pajak diangsur/ditunda : SKPKB,SKKPP, 

SPT. 

5. SPT tahunan P:'h ditunda, pajak kurang 

bayar. 

Sumber : Mardiasmo, Perpajakan, him. 44. 

Keterangan : 
SPT 
SSP 

: Surat Pemberitahuan. 
: Sun t Setoran Pajak. 
: Surat Tagihan Pajak. 

\ 

Cara Membayar/Menagih 

SSP 

SSP/STP 

SSP/STP 

SSP/STP 

SSP/STP 

SSP/STP 

SSP/STP 

SSP/STP 

STP 
SKl'KB 
SKPKBT 

: Surat Kctctapan Pajak Kurang Bayar. 
: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

22 
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Penjelasan dari tabel tersebut di atas dapat disajikan sebagai berikut : 

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga 

penagihan dan bunga ketetapan. 

2. Bunga pembayaran iidalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada 

waktunya, dan pembayaran pajak dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan 

berupa SPT, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran 

umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain: 

a. Bunga karena pt.mbetulan STP. ; 

b. Bunga karena a~gsuran/penundaan pembayaran. 

c. Bunga karena tedambat membayar. 

d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak 

sementara. 

3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengnn 

surat tagihan berup:i STP, SKPKB, dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas 

waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP. 

4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimaksudkan dalam surat ketetapan pajak 

sebagai tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. 

Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB. 

Pengenaan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar angsuran PPh 

Pasal 25, maka ia akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % per bulan untuk 24 bulan 

paling lama sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak:, yaitu 

selambat-lambatnya tanngal 20 bulan berikutnya. 
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Wajib Pajak ticlak menyampaikan atau menyampaikan tidak sesuai dengan 

waktunya, maka ia ~an dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,-. Untuk SPT 

Tahunan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhimya tahun pajak dan 

sebesar Rp. 50.000,- untuk SPT masa yang selambat-Iarnbatnya 20 hari setelah 

berakhimya masa pajak atau tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 

3 ayat (3) UU KUP, yang berbunyi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

adalah : 

"a. Untuk Sunt Pemberitahuan masa, selambat-lambatnya dua puluh hari 

setelah akhir masa pajak. 

b. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan 

setelah akhir tahun pajak".13 

Ad.2. Denda administrasi 

No 
1. 

2. 

3 

4 

TABEL2 
DENDA ADMINISTRASI 

Masalah Cara Membavar/Menag:ih 
Tidak/ terlambat memasukkan/menyampaikan SPT ditambah Rp. 50.000,-
SPT Masa dan SPT Tahunan dan Ro. 100.000,-
Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT 

SSP ditambah 200% 
masa tetapi belum disidik 
KhususPPN : 
a. Tidak melaporkan usaha 
b. Tidak memtuat/r.1engisi faktur STP/SKPKB ( ditambah 2% 
c. Melanggar larangan membuat faktur denda dari dasar pengenaan) 

(PKP yang ti jak dikukuhkan) 
Khusus PBB : 
a. SPT, SKPKB tidak/kurang atau terlambat STP + denda (maksimum 2% 

dibayar. 24 bulan). 
Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang SKPKB + denda administrasi 
dibayar. dari selisih oaiak terutang 

Sumber : Mardiasmo, Perpajakan, him. 45. 

13 H. Mohammad Zain dan H. Dodo SyariefHidayat, Op.cit., him. 9. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Ad.3. Kenaikan 50 % dan 100 %. 

TABEL3 
KENAIKAN 50 % DAN I 00 % 

No Masalah Cara Menagih 

1 Dikeluarkan SKPKB dengan 

penghitungan seci..ra jabatan : ; 

a. Tidak memasukkan SPT : 

1) SPT Tahunan (PPh 29). SKPKB ditambah kenaikan 50%. 

25 

2) ~PT Tahunan PPh 21,23,26 

danPPN) 

b. Tidak menyelenggarakan 

pembukua'n sebagai dimaksud 

Pasal 28. 

SKPKB ditambah kenaikan I 00%. 

SKPKB 50% PPh Pasal 29, 100% PPh 

Pasal 21,23,26, dan PPN. 

c.Tidak memperlihatkan 

bu.k:u/dokwnen, tidak memberi 

kcterangan, ti<.!ak memberi 

bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan, sebagaimana 

dimaksud Pas&l 29. 

SKPKB 50% PPh Pasal 29, l 00% PPh 

Pasal 21,23,26 clan PPN 

2 Dikeluarkan SKPKBT karena 

ditemukan data barn, data semula 
SKPKBT 100% 

yang belum terungkap setelah 

dikeluarkan SKPKB. 

3 Khusus PPN : dikeluarkan SKPKB 

karena pemeriksaan, dimana PKP 

tidak seharusnya mengkomµensasi SKPKBT 100% 

selisih lebih, mt;nghitung tarif 0 % 

diberi restitusi pajak .. 

Sumber : Mardiasmo, Perpajakan, him. 46. 
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BAB lll 

KANTOR PELA\' AN / .N PA.JAK MEDAN KOTA MEDAN 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Singkat 

Di zaman penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak dinamakan Kantor 

Belasting clan kemudir.n berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian 

berubah menjadi Karitor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal 

Pajak Departemen Keeangan Republik Indonesia. Tahurt 1976 di Sumatera Utara 

berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu : 

a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan. 

b. Kantor lnspeksi Pajak Medan Utara. 

c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar. 

Tahun 1978 Karitor lnspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu 

Kantor lnspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring 

den~an pertwnbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya 

tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena 

itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat. 

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, 

maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 

Maret 1989 No. 267/KMK.01/1989, telah diadakan perubahan menyeluruh pada 

struktur Direktorat Jerderal Pajak yang mencakup Reorganisasi Kantor lnspeksi 

Pajak (KIP) diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak cKPP) dan juga dibentuk Kantor 
I 

Pelayanan Pajak Bwni dan Bangunan. 

\ 
26 
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I 

Bcrdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Rcpublik Indonesia No. 

443/KMK.03/2001 dan No. 58/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 ten tang 

pembagian ~layah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak 

Medan Timur dibagi <.menjadi dua KPP, yaitu KPP Medan Timur dan KPP Medan 

Kota. Dengan adanya pembagian ini, maka ruang lingkup wilayah kerja KPP Medan 

Kota meliputi : 

a. Kecamatan 1V1edan Kota. 

b. Kecamatan Medan Amplas, 

c. Kecamatan Medan Barnt. 

d. Kecamatan Medan Johor. 

Kantor Pelayanan Pajak !selanjutnya dalam keputusan ini disebut KPP adalah 

adalah Tnstansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kepala 

Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan dipimpin oleh seorang 

Kepala Kantor. Dimana Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota mempunyai fungsi 

melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana 

terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan Atas Bara!lf, Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah 

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama 

dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi 

menyediakan pengadaan personil yang memegangjabatan tertentu dimana, musing-UNIVERSITAS MEDAN AREA
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masing diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai jabatannya. Hubungan 

ke~ja da'lam ~>rganisas; dituangkun dalam struklur organisusi dimuna mcrupakan 

gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan 

organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang 

pembagian tugas, we·.venang dan tanggungjawab serta hubungan antar bagian 

berdasarkan susunan tingkat hirarkhi. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat 

menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya 

komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan 

orgnnisasi baik vertikal maupun horizontal. 

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran 

besamya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta 

tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut in1 penulis 

menyaj ikan struktur organiasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan : 
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Berikut ini dijelaskan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab sctiup 

seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan : 

1. Sub Bagian Umwn' 

Sub bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Pengurusan Tata Usaha dan Kepegawaian. 

2) Pengurusan Keuangan. 

3) Pcngurusan Rumah Tangga dan perlengkapan. 

Sub bagian umum terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu : 

1) Koordinator Pdaksana Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunya1 tugas 

melakukan Uru~an Tata Usaha, Kepegawaian dan laporan. 

2) Koordinator Pclaksana Keuangan, mempunyai tugas mclakukan urusan 

keuangan. 

3) Koordinator Rt1hah Tangga, mempunym tugas melakukan urusan rumah 

tangga dan perlengkapan. 

2. Seksi Pengolahan dn.ta dan lnformasi 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi, yaitu : 

1) Pengumpulan du.n pengolahan data. 

2) Penyajian infotmasi. 

3) Penggalian potesi pajak. 

4) Ekstensifikasi \Vajib Pajak. 

Seksi Tat:\ Usaha Perpajakan tcrdiri dari : 

1) Korlak data ma~ukan dan data keluaran, mempunyai tugas melakukan urusan 

tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan 

kebenaran formal data masukan dan data keluaran. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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i 
2) Korlak pengofahan data dan penya31an infonnasi, mempunyat tugas 

\ 

melakukan urusan pengolahan data dan penyediaan infonnasi. 

3) Korlak penggaJian potensi pajak dan eksistensi pajak, mempunyai tugas 
\ 

melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mcncari data untuk 

ckstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak. 

3. Seksi Tata Usaha Pcrpajakan. 

Seksi Tata Usaha perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

Wajib Pajak, peneri.maan dan pengecekan Surat pemberitahuan, serta penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

l) Melakukan urusan penatausahahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan 

identitas Wajib ?ajak. 

2) Penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak 

lainnya. 

3) Kearsipan berkas Wajib Pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak. 

Seksi Tata Usaha perpajakan terdiri dari : 

' 
1) Korlak pendaftaran Wajib pajak, mempunyai tugas rnelakukan urusan 

pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan. 

2) Korlak Surat Pemberitahuan Pajak, rnernpunyai tugas rnelakukan urusan 

penatausahaan can pengecekan Surat Pemberitahuan. 

3) Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, rnernpunyai tugas melakukan 

urusan penert itan Surat Ketetapan Pajak dan pengecekan Surat 

Pernberitahuan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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4. Seksi Pajak Pengha~: ilan Orang Pribadi. 

Scksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas mclakukan urusan 

penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini 

mempunyai fungsi : 

1) Pemantauan dan pevatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang 

pribadi. 

2) Penerimaan, peuatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa pajak 

Penghasilan Orang Pribadi. 

3) Penelaah dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak 

Penghasilan On.ng Pribadi. 

4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT. 

5) Pengurusan fiskal luar negeri . 

i 

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri d~ri : 

1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, 

memI\unyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat 

Pemberitahuan serta memantau penyusunan laporan efektifitas pembayaran 

masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

2) Korlak Verifikasi Pajak Orang Pribadi , mempunyai tugas melakul ~an 

verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak 

memasukkan Surat Pemberitahuan. 
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\ 

5. Seksi Pajak Pehgha'.>ilan Badan. 

Seksi Pajak Penghasilan Badhn mempunyat tugas mclakukan urusan 

penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau d~n 

menyusun Japoran pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat 

Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan. Untuk 

rnenyeJenggarakan tugas tersebut seksi ini rnernpunyai fungsi : 

1) Pernantauan dan penatausahaan r~rnbayaran rnasa Pajak Penghasilan badan. 

2) Penerirnaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pernberitahuan Masa Pajak 

Penghasilan badan. 

3) Verifikasi a~ S1irat Pemebritahunan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan 

badan, Wajib P..:jak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan SPT. 

Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari : 

1) Kodak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan, mempunyai 

tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan, pembayaran masa, 

pene]aahan, penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan 

penenrnaan, pen.atausahaan dan pengecekan Surat Pernberitahuan Masa 

Badan. 

2) Korlak Verifikasi Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas melakukan 

urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa dan tahunan 

pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar 

dan memasukkan Surat Pemberitahuan. 

6. Seksi Pemotongan dan Pernungutan Pajak Penghasilan 

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunya1 tugas 

melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pernberitahuan Masa clan 
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Tahurwn pcmqto111 ., dan pc111u11g11t Pajak Pc11gluisil1111 . I J111uk 111c11yclc11~:.e11111lrn11 

tugas terscbut scksi ini mcmpunyai fungsi : 

1) Pemantauan c!a.n penatausahaan pembayaran masa atau pernotongan dan 

pemungutan Pajak Pcnghasilan . 

2) Penerimaan, Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan 

Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan. 

3) Penelaahan da;1 penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas 

pemotongan Pajak Penghasilan. 

4) Verifikasi atas Surat pemberitahuan Masa dan Tahunan atau pemotongan dan 

pemungutan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak 

memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

i 

5) Mclakukan pcmcriksaan scdcrhana bcrdasar:wn krilcria yang dih.:ntukan . 

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan ini terdiri dari : 

I) Korlak Pcngawasan Pcmbayaran Masa Pcmotongan dan pcmungulan Pajak 

Penghasilan, me:rnpunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan 

pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat pemberitahuan 

pajak karyawan, rekaman, sewa, bunga, deviden dan royalti. 

2) Korlak Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, 

mempunyai tugs.s melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan 

Masa dan Tah1111an Pajak Pengahasilan karyawan, rekaman, sewa, bunga 

deviden dan royalti Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan 

Surat Pemberitahuan .. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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7. S~ksi Pttiak P~rtm1 1b11liu11 Nilui dun Pujuk du11 Pujuk Tiduk Lu11gsu11g l.ui1111y11 . 

Seksi Pajak Pertaml>ahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) 

mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat 

Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfinnasi faktur pajak, serta melakukan 

masa PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak 

Langsung Lainnya. Untuk: menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai 

tugas: 

1) Pemantauan da.'1 penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan Pajak 

Tidak LangsungLainnya (PTLL). 

2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa PPN, 

PPnBM dan PTtL). 

3) Konfirmasi faktur pajak. 

4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat 

Pemberitahuan Masa. 

Scksi PPN dan PTIL ini terdiri dari : 

1) Korlak PPN Industri, mempunyai tugas melakukan urusan penenmaan, 

penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, menelaah dan 

menyusun lap0ran perkembangan PKP dan kepatuhan memasukkan Surat 

Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi kepada sektor industri. 

2) Korlak PPN Perdagangan, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, 

penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan 

menatausahakan p('mbayaran masa, menelaah dan menyusun laporan 

pcrkembangan PKP dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta 

melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor perdagangan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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. 1) Korl11k l'l'N .lasn du11 PTI .I ., 111c1npu11y11i lugas rnd11kuku11 uru.•;u11 pe11cri111111111. 

pcnatausahaan Jan pcngccckan SPT Masa, memantau dan menatausahakan , 

pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP tidak 

langsung lainnya. 

4) Korlak Verifikasi PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan 

verifikasi Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, PKP yang tidak 

terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa. 

8. Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan mempunyai tugas nielakukan urusan tata usaha utang pajak dan 

penagihan Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini 

mcmpunyai fungsi : 

l) Melakukan urusan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran. 

1) l\:mbuatan usulan pcnghapusa11 piutang pajak. 

3) Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa. 

Seksi Penagihan terciiri dari : 

1) Korlak Tat~ Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata 

usaha piutang dan tunggakan pajak. 

2) KorJak Penagihan, mempw.yai tugas mcmpersiapkan teguran dan melakukan 

penagihan paksa. 

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan. 

Seksi Penerimaan dar Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

penerimaan, restitus:, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan 

serta pcrselisihan pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut scksi ini 

mempunyai fungsi : UNIVERSITAS MEDAN AREA
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1) Melakukan ,urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat 

Setoran Pajak serta perhitungan pajak. 

2) Penyiapan Surat Keputusan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Pajak 

dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. 

3) Penyelesaian kcberatan dan uraian banding, pembetulan Surat Ketetapan, 

serta pengurangan sanksi. 

Seksi Penerimaan dan Keberatan Pajak terdiri dari: 

1) Korlak Tata ·Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunya1 tugas 

melakukan urvsan tata usaha penyusunan laporan penerimaan pajak, 

pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, rnengelola dan 

menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak dan Surat Perintah 

Membayar Keleoihan pajak. 

2) · Korlak Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi 

penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajflk serta surat 

perhitungan pajak. 

3) Korlak Keberat~n Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan 

penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak PenghasiJan. 

4) Korlak Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan 

penyelesaian ke0eratan dan perselisihan PPN dan PPnBM dan PTLL. 

10. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4) 

KP4 mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi 

pcrpajakan kepad:·. masyarakat, pengamatan ., potcnsi pcrp;_~jakan wilayah, 

pembuatan monografi pajak dan membantu Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor 
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Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam memberikan pelayanan perpajakan 

kepada masyarakat serta urusan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan. 

B. Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Pemberitabuan 

Kantor Pelayauan Pajak Medan Kota Medan dalam membuat laporan 

pengolahan data SPT Tahunan PPh Pasal 25 berdasarkan WP badan terdaftar. Namun 

dari seluruh WP yanr terdaftar tersebut, tidak seluruhnya melakukan pelaporan. 

Dalarn hat in\ KPP Medan Kota membagi dua bagian, yaitu SPT terdaftar dan yang 

melaporkan SPT. 

Berikut ini disajikan dalam tabel 4 rnengenai WP badan yang terdaftar di KPP 

Medan Kota Medan adnlah sebagai berikut: 

TABEL4 

WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR 

DI KPP MEDAN KOTA MEDAN 
----- - ----·- -- ·--·-h- ••-···- ····· ·· -·· 

No Wajib Pajak Tahun Pajak 2003 Tahun Pajak 2004 

1 Badan 2.100 3.120 

Sumber : KPP Medan Kota Medan 

Jwnlah WP bacan terdaftar di atas yang melaksanakan kewajiban melaporkan 

SPT Tahunan adalah sebagai berikut : 

TABEL5 

DAFTAR WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAPORKAN SPT TAHUNAN 

No Wajib Pajak Tahun Pajak 2003 Tahun Pajak 2004 
. 

l Badan 1.877 2.665 

Sumber : KPP Medan Kota Medan 
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Pada tabel 4: tampak bahwa WP badan yang tcrdaftar di KPP Medan Kola 

jumlahnya scmakin bcrtambah, yaitu untuk tahun pajak 2003 scbanyak 2. I 00 dan 

tahun pajak 2004 sebanyak 3.120. Sedangkan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah 
i 

WP badan yang melaporkan SPT Tahunannya paua tahun 2003 adalah 1.877 dan 

pada tahun 2004 sebanyak 2.665. 

\ 
BerdaSarkan ddtar WP badan yang melaporkan SPT Tahunan tersebut 

selanjutnya dilakukan pendataan dan perekaman. Hal ini dilakukan untuk dapat 

diurutkan WP badan yang jumlah pembayaran pajaknya berada dalam urutan/tingkat 

100 besar, yang biasanya disebut dengan WP 100 besar badan. 

Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 di atas maka dapat dilihat pada tabel 6 jumlah 

WP badan yang tidak melaporl-':an SPT, sebagai berikut : 

TABEL6 

WAJIB PAJAK BADAN YANG TIDAK MELAPORKAN SPT 

UNTUK TAHUN PAJAK 2003 DAN 2004 

No WajibPajak Tahun Pajak 2003 Tahun Pajak 2004 

1 Badan 223 455 

Sumber : KPP Medan Kota Medan 

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib P~jak badan yang tidak 

melaporkan SPT untuk tahun pajak 2003 adalah 223, sedangkan untuk tahun pajak 

2004 sebanyak 455. 3erdasarkan tabel 6 tersebut terdapat WP badan 100 besar yang 

tidak melaporkan SPT, yaitu: 
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TABEL 7 

WA.JIB PAJAK BADAN IOO BESAR YANG TIDAK MELAPORKAN SPT 

ONTUK TAHUN PAJAK 2003 DAN 2004 

40 

No Wajib Pajak Tahun Pajak 2003 Tahun Pajak 2004 

I Badan 17 9 

Sumber : KPP Medan Kota Medan. 

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa WP badan 100 besar yang 

tidak melaporkan SPT untuk tahun pajak 2003 sebanyak 17, dan untuk tahun pajak 

2003 sebanyak 9. Terhadap seluruh Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT, 

maka Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Medan Kota mengeluarkan Surat 

Teguran. 

C. Prnscdur Pelaporan PPi; Pasal 25 

Penulis akan menguraikan prosedur kerja pada penerimaan dan penatausahaan 

Laporan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP badan berupa SSP lembar ke-1, lembar 

ke-2, lembar ke-3 dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan 

Kordinator Pelaksana (Korlak) PPh Badan I di KPP Medan Kota Medan, yaitu: 

1. Penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh badan. 

a. WP melaporkan SSP pembayaran masa PPh badan kepada petugas loket di 

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Petugas loket TPT menerima, meneliti, 

membubuhi tanggal penerimaan dan parat: serta memberi cap KPP pada 
I 

Lembar Pengawasan Ams Dokumen (LPAD) yang dilengketkan pada SSP 

lembar ke-3 untuk KPP dan SSP lembar ke-1 sebagai tanda tcrima untuk WP. 

Lemba\ ke-1 kemudian dikembalikan kepada WP dan lembar ke-3 diambil 
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scrta dicatat'dalam buku ckspedisi, kcmudian discrahkan kcpada Korlak l'l'h 

badan I. 
\ 

b. Kodak PP badan I menerima dan meneliti jumlah lembar SSP pembayaran 

masa PPh badan yang diterima petugas loket tiap harinya kemudian memaraf 

buku ekspedisinya. SSP pembayaran masa PPh badan tersebut kemudi1n 

diserahkan kepada petugas Buku Register Penerimaan SSP pembayaran masa 

PPh badan berdasarkan urutan tanggal penerimaan. 

c. Petugas pemegang Buku Register Per.erimaan, meneliti dan mencatat SSP 

pembayaran masa PPh bada.n tersebut ke dalam Buku Register Penerimaan 

kemudian meneruskannyr. kepada Korlak PPh badan J. 

d. Kodak PPh badan I menerima, meneliti dan memaraf Buku Register 

Pcncrimaan kcPrndian mcncruskan SSP pcmbayamn masa PPh bac.lan tcrscbut 

kepada petugas Buku Tabelaris. Setiap tanggal 20 yaitu pada saat akhir 

penyampaian SSP pembayaran masa, Buku Register Penerimaan ditutup dan 

diparaf oleh Korlak PPh bad<tn I dan Kasi PPh badan. 

e. Petugas Bukl! Tabelaris menerima, meneliti, menyortir dan mencatat SPT 

masa PPh badan menurut identitas dan urutan NPWP-nya ke dalam Buku 

Tabelaris ( dengM pensil) yang terdiri dari : 

1) Buku Tabelaris Umum. 

2) Buku Tabelaris Khusus ( untuk 100 WP pembayar angsuran tcrbesar). 

f. Petugas berkas tahun berjalan menerima dan meneliti SSP pembayaran masa 

PPh badan icrscbut, untuk dimasukkan kc dalam bcrkas induk WI' scsuai 

urutan NPWP. 
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2. Pcnatausahaan SSP lcmbar ke-2. 

a. Korlak PPh hu<lan I mencrima <lan mcncliti SPS lernbur kc-I, SPS lernbar 

kc-2, SPS Jcmb<lr kc-3, SSP lembar ke-2 (KP.PDlP.5.1), Segi Hitung Rubrik 

(SHR) dari Seksi Penerimaan dan Keberatan, serta segi-segi pemindah bukuan 

(Pbk). Kemudian lembar ke-3 sebagai tanda terima dan memaraf Buku 

Ekspedisi untuk selanjutnya diserahkan pada petugas Buku Register 

Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS PPh badan. 

b. Petugas Buku Reg~ster Penerimaan dan Retur/Pembetulan PPh badan 

menerima, menf liti dan menyortir SSP tersebut dengan catatan : 

I) Jika lcmbar SSP lidak sesuai dengan yang tcrlcra di SPS, rnaka SPS 

Jembar ke-1 dan ke-2 serta SHR dikembalikan kepada Seksi penerimaan 

dan Kchcratnn . 

2) Jika terdapat SSP yang salah kirim, maka SSP tersebut bescrta SPS lernbar 

ke-2 dikembalikan ke Seksi Penerirnaan dan Keberatan sclelah tcrlcbih 

dahulu diberi catatan di lembar belakang SPS yang benar beserta 

pembetulan SPS dicatat dalam Buku Register Penerimaan dan 

Retur/Pembetulan SPS sesuai kolom dan jumlah perharinya kemudian 

meneruskan Buku Register tersebut beserta SSP-nya kepada Kor;ak PPh 

balfan I. 

c. Korlak PPh badan I mencrima dan mencliti Buku Register Pencrirnaan dan 

Retur/Pembetulan SPS beserta SSP lembar ke-2, SHR dan segi Pbk. 

Kemudian SPS dikirim ke Seksi Penerimaan dan Kebcrntan, sedangkan SSI' 

lembar ke-2 beserta segi Pbk diteruskan kepada pemegang Buku Tabelaris. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Setiap akhir bulan, Buku Register Pencrimaan dan Rctur/Pcmbctulan SSI' 

ditutup dan diparaf oleh Korlak PPh badan I. 

d. Petugas Buku Tabelaris menerima, meneliti serta mencatat SSP Jembar ke-2 

beserta segi Pbk ke dalam Buku Tabelaris (mengganti tulisan pensil dengan 

tinta) serta meneruskan ler.ibar SSP tersebut kepada petugas berkas tahun 

berjalan. 

e. Petugas berkas tahun berjalan menerima, meneliti serta menggabungkan SSP 

lembar ke-2 dan SSP lembar ke-3 yang terlebih dahulu masuk ke dalam anak 

berkas tahun berjalan WP. 

3. Pembuatan Nota Penghitungan STP. 

a. Petugas PPh badan yang memcgang Buku Tabelaris Khusus untuk WP I 00 

besar dan 100 besar lainnya, dan meneliti Buku Tabelaris dan anak berkas per 

WP untuk meli 11at angsuran PPh Pasal 25 yang kurang atau tidak dibayar, 

terlambat/melapor dan atau tidak melapor. 

b. Petugas PPh badan yang memegang Buku Tabelaris Umum (selain WP 100 

besar dan 100 besar lainnya) setiap triwulan meneliti Buku Tabelaris dan anak 

berkas per WP untuk melihat angsuran PPh Pasal 25 yang kurang atau tidak 

dibayar, terlambat membayar/melapor dan atau tidak melapor. 

c. Untuk WP yang kurang/tidak membayar, terlambat membayar/melapor dan 

atau tidak melapor, maka petugas membuatkan lembar penghitungan dan nota 

penghitungan SSP. 

d. Petugas kemudi~n meneruskannya kepada Korlak PPh badan 1. 

c . Korlak PPh badan I mencrima dan mcncliti kcbcnaran lcmbar pcnghitungan 

dan nota penghitungan STP, memaraf dan meneruskannya ke Kasi PPh badan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 18/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Toga Tarana Cosman Sitorus - Pengawasan Pembayaran Masa Pph Pasal 25….



·l ·I 
• 

f. Kasi PPh b~dan menenma, meneliti serta menandatangani pada lcmbar 

pcnghitungan dun mernarar nota pcnghitungan STP. 

g. Petugas menerima, meneliti dan mencatat ke dalam Buku Register Nota 

Penghitungan STP PPh badan dan meneruskannya kepada Seksi TUP untuk 

diterbitkan STP Jengan Surat Pengantar. 

h. Petugas menerir.1a tembusan STP dari Seksi TUP dan mencatat nomor dan 

tanggal STP paJa Buku Tabelaris serta memberkaskan tembusan STP tersebut 

ke anak berkas VIP. 

D. Surat Tagihan Paj1k dan Surat Ketetapan Pajak 

I. Surat Tagihan Paj~~ k 

Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan 

apabila: 

a. PPh da\am tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 

b. Dari basil penelitian SPT tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 

' ' 
akibat salah tulis dai1 atau salah hitung. 

c. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. 

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai (UUPPN) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat Faktur 

Pajak, atau pengusaha yang suaah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak mcmbuat 

atau membuat tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Surat Tagih'an Pajak (STP) berfungsi : 

a. Scbagai koreksi atas jmnlah pajak yang tcrutang STP WP. 

b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

c. Alamat untuk menagih pajak. 

Pengamanan pe'1erimaan PPh melalui penerbitan STP PPh pasal 25 dalam 

tahun pajak berjalan, di KPP Medan Kota dilakukan melalui beberapa langkah 

berikut : 

l) STP atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang bayar bagi WP: 

a) Bank dan lembaga keuangan liukan bank. 

b) Perusahaan negara/daerah. 

c) Perusahaan PMA dan PMDN. 

d) WP yang dikdofa KPP Badora. 

e) WP barn dan 

I) Seratus WP b...:sar diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo 

pem bayaran/penyetoran. 

g) STP atas PPh Yasal 25 yang tidak atau kurang dibayar oleh WP badan, 

diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran. 

2) Penerbitan STP dilakukan meliputi bulan-bulan pada saat atau masa PPh terutang 

yang tidak/kurang bayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan 

atau bunga yang terutang. 

3) Besarnya angsuran setiap bulan dalam rangka penerbitan STP PPh Pasal 25 bagi 

WP badan 100 besar didasarkan pada: UNIVERSITAS MEDAN AREA
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a) I lasil pcmcriksaan lapangan pada pclaksanaan ckstensifikasi WP 

h) Pcredaran bruto mcnurut SPT masa PPN sepanjang dasar pcngenaan PPN 

meliputi suatu cutlet/gerai yang dimiliki WP terdaftar pada Kantor Pelayanan 

Pajak yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaflar dalam 

ha! ini KPP Medan Kota. 

2. Surat Ketetapan Pajak 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan berupa Surat Ketetapan 

Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak 

Nihil (SKPN). 

Penerbitan SKP!(B apabila : 

a . Bcrdasarkan hasil p ~~mcriksaan atau kctcrnngan lain tc rnyata pajak y:in~'. tc rl111t:in1 '. \ .. . . . 

tidak atau kurang bayar. 

b . SPT tidak disampaikan dalam wak:unya, clan sctclah ditcgur sccarn tcrtuli s tidak 

juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran. 

c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN clan PPnBM temyata tidak harus 

dikompensasikan selisih pajak atau tidak harus dikenakan tarifO %. 

d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan clan pencatatan tidak dipenuhi 

sehingga tidak dapat diketahui bcsamya pajak yang terutang. 

Jangka waktu lb tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhimya masa 

pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan 

SKPKB. Dalam ha1 WP setelah jangka 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan 

tindak pidana di bida11g perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
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melaporkan kekuatan hukum tetap, Dirjen Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKB 

ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak 

atau kurang bayar. 

Penerbitan SKPKBT apabila : 

1) Berdasarkan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap, menyebabkan 

penambahan pajak yang terutang dalam SKP sebelumnya. 

2) Ditemukan lagi data yang semula belum lengkap pada saat penerbitan SKPKBT. 

Dengan demikian SKPKBT diterbitkan lebih dari satu kali. 

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, 

jumlah kredit pajak ata "c1 jumlah pajak yang dibayar sama dcngan jumlah pajak yang 

terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada 

pcmbayaran pajak . 11crikut ini disajikan label mcngcnni pcncrhilan Surat Kctctapnn 

Pajak Untuk tahun pajal<: 2003-2004 : 

TABEL 8 

SURAT KETET AP AN PAJAK 

T AHUN PAJAK 2003-2004 

PPh Pasal 25 Tahun Pajak PPh Pasal 25 Tahun Pajak 
No Uraian 2003 2004 - Masa Tahu nan Mas a Tahunan 
1. STP 1.877 - 2.400 260 

2. SKPKB - 310 - 251 

3. SKPKBT - - - 81 

4. SPN - 96 - 113 

--- ------- - - - ·--------· --- - ·--·----- -- ·--·----------· ·----·- ·----- --·- .. ··-······ - ·····- •···· 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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E. Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25 

Permasalahan yang sangat memerlukan perhatian pemerintah adalah tingkat 

kesejahteraan masyarak<it, khususnya kclompok pekcrja yang secara ekonot~i; ipT-·· :·.-t:.~1'~ 
,,., .• y .......... .. 
·. \...,,, . ...... ,.,.,_ '· 

r ~/ -'~· ..,~:_,.,.,...r· j~ \'t~\~ 
pada lapisan bawah. Krisis ekonomi tel ah menyebabkan tingkat I ).p'ildr1p_atm) r; \ ; ' 

: f '(: . ',)':· f . . 

:,) \ / <·' -' .~1 1~· . 
mesyarakat pada lapisa;1 bawah mengalami penurunan dan melemahkan -..eih~.fi;p1.i<itf·s-·: , :" 

);~"' ... (" .... ,;i , -.. ""' '/-~.•-. 
·... ,,.:.." " 

ekonomi, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosiaL Oleh ka&fra .itii ~~--

peningkatan kesejahtera'ln masyarakat merupakan salah satu prioritas pembanguan 

nasional sesuai dengan program pembangunan nasional tahun 2004-2005. 

Angsuran PPh . Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak yang terhutang atas 
\ 

scluruh ,;cnghasilan WI' pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan 

PPh. Besarnya angsura'.1 PPh Pasal 25 perbulan dilakukan dengan cara menghitung 

sclisih pajak pada tahun lalu dcngan krcdit pajak hcrupa PPh Pasal 7.?..2> dan ?. tl 

dibagi dengan dua belas. 

Beradasarkan hasil penghitungan tersebut di atas perlu dilakukan pembinaan 

dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WP, agar WP patuh dalam 

pemenullan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan 

fungsinya berkewajiban · untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 

Berikut ini penulis menyajikan penenmaan dari PPh Pasal 25 di Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Kota Medan : 
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TABEL 9 

PENERIMAAN PPh !'ASAL 25 WAJlB PAJAK BADAN 

DI KPP MEDAN KOT A MEDAN 

TAHUN PAJAK 2003-2004 

No Jenis Pajak Tahun Pajak 2003 Tahun Pajak 2004 

I Badan Rp. 150.931.542.094 Rp. 200.619.250.470 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan. 

Berdasarkan data di atas bahwa penerimaan PPh Pasal 25 dari WP badan 

untuk tahun pajak 2003 sebesar Rp. 150.931.542.094,- pada tahun pajak 2004 sebesar 

Rp. 200.(, J 9.250.470. Dari data ini te~jadi kcnaikan alas pcncrirnaan PPh Pasal 25 

badan scbcsar Rp. 50.687.708.376. Jumlah penerimaan tersebut di atas termasuk dari 

pc11crim:u111 PPh Pasal 25 dari WP b:1clan 100 hcsar 

Adapun jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP badan 100 besar di KPP Medan 

Kota Medan dapat dihhat pada tabel berikut : 

No 

I 

---

TABEL 10 

PENERIMAAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN 100 BESAR 

DI KPP MEDAN KOTA MEDAN 

T AHUN PAJAK 2003-2004 

Jenis Pajak Tahun Pajak 2003 Tahun Pajak 2004 

Bad an Rp. 80.144.590.150 Rp. 120.775 .056.900 

-··- ----
Sumber : Kantor Pclayanan Pajak Medan V.ota Medan 

i 

Berikut penulis akan menyajikan sampel sebanyak 20 WP atas penerimaan 

PPh Pasal 25 WP badan I 00 besar di KPP Medan Kola Medan : 

\ 
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lkrda.sarkan label 11, dapal dil ihat dari pcncrimaan l11hu11 pajak :wo:i pada 

semester I adalah Rp. 5.586.802.200, sedangkan pada semester ll adalah sebesar Rp. 

5.716.802.900 dengan demikian jumlah penerimaan pajak untuk tahun pajak 2003 

\ 
adalah sebesar Rp. l 1.303 .605 .100. Sedangkan pada tahun pajak 2004, penerimaan 

pada semester 1 adalab Rp. 7.660.352.200, sedangkan pada semester II penerimaan 

pajak adalah Rp. 7.812.405.600, dengan demikian jumlah penerimaan pajak untuk 

tahun pajak 2004 adalah sebesar Rp. 15.472.757.800. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa pembayaran PPh Pasal 25 

Wajib Pajak 100 Besar badan dapat rneningkatkan penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Kota Medan. Hal itu terbukti dari: 

I. WP badan 100 besar yang tidak rnelaporkan SPT untuk tahun pajak 2003 

sebanyak 17, dan untuk tahun pajak 2004 sebanyak 9. Dari data ini terjadi 

penumnan jumlah WP yang tidak melaporkan SPT sebanyak 8. Penurunan ini 

disebabkan karena tindakan pengawasan melalui himbauan dan memberikan 

sanksi serta menidak tegas dengan mengeluarkan Surat Teguran. 

2. Prosedur pelaporan PPh Pasal 25 badan maupun WP badan 100 besar yang 

diterapkan KPP Medan Kota adalah melalui penatausahaan SPT masa, 

penatausahaan SSP lembar ke-2 dan pembuatan nota SPT, dengan demikian akan 

diketanui WP yang kurang/tidak membayar, terlambat membayar/melapor atau 

tidak melaporkan SPT-nya. 

3. Wajib Pajak 100 besar dalam pelaksanaan pelaporan SPT-nya masih terdapat 

kesalahan, baik kesalahan rnencatat, menghitung maupun kesalahan yang 

disengaja. Dalarn hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian WP masih kurang serius 

melakukan pembayaran pajak, atau kurangnya minat WP untuk mempelajari 

masalah perpajakan, karena mereka masih rnenganggap tidak rnenguntungkan. 

62 
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4. Jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP badan 100 besar untuk tahun pajak 2003 

adalah Rp. 80.144.590.150, sedangkan untuk tahun 2004 sebanyak Rp. Rp. 

120.775 .056.900,- Dalam ha! ini terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar 

Rp. 40.630.466.850. Kenaikan penerimaan ini disebabkan karena bertambahnya 

jumlah Wajib Pajak badan yang melaporkan SPT-nya. · 

5. Kenaikan penerimaan PPh Pasal 25 WP badan I 00 besar cukup signifikan, hal itu 

dapat dilihat dari 20 WP badan I 00 besar yang dijadikan sampel bahwa 

penerimaan tahun pajak 2003 sebesar Rp. 11.303.605.100 sedangkan pada tahun 

pajak 2004 adalah Rp. 15.472.757.800. Dengan demikian terjadi peningkatan 

penerimaan pajak sebesar Rp. 4.169.152.700. 

6. Penulis masih melihat adanya kekurangan yang terjadi di kantor Pelayanan Pajak 

Medan Kota: 

a. Masih terdapat SPT masa WP badan I 00 besar yang dikirim oleh TPT ke 

Korlak PPh badan I yang tidak masuk ke dalam Buku Ekspedisi yang 

merupakan print out komputer hasil penerimaan SPT masa PPh Pasal 25 

badan di TPT. 

b. Banyaknya volume pekerjaan menyebabkan petugas kewalahan dalam 

melakukan pekerjaan administrasi WP yangjumlahnya sangat banyak. 

c. Kurang terkoordinasinya penyampaian data dari seksi PPN ke PPh badan, 

dalam mengawasi omzet/peredaran usaha WP 100 besar dalam tahun pajak 

berjalan. 

d. Pelaksanaan pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang dilakukan oleh 

KPP masih terdapat adanya WP yang tidak dapat menunjukkan data, 

dokumen, catatan atau pembukuan serta bukti-bukti dari usaha yang 

dijalankan. Sehingga sulit untuk mendapatkan data yang sebenarnya dalam 

menghitung pajak yang terutang. UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 18/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Toga Tarana Cosman Sitorus - Pengawasan Pembayaran Masa Pph Pasal 25….



64 

B. Saran 

Penulis menyajikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya dalam 

mengatasi kekurangan yang terjadi, . Adapun cara yang dilakukan adalah melalui 

beberapa hal : 

1. Sebaiknya lebih diteliti setiap peneriman yang masuk, dan mengecek SSP 

pembayaran masa PPh badan l 00 besar yang diterima dari TPT dengan daftar 

yang ada dalam Buku Ekspedisi. Bila banyak yang tidak tertera didalam 

Buku Ekspedisi, maka sebaiknya dibuat daftar SSP pembayaran masa PPh 

badan yang belum masuk ke dalam buku Ekspedisi, sehingga TPT akan 

melakukan penambahan dalam daftar Buku Ekspedisi. 

2. Sebaiknya dimaksimalkan penatausahaan Buku Tabelaris terhadap WP yang 

sama sekali tidak melaporkan dan menyetorkan kewajiban melaporkan 

pembayaran masa PPh 25 badan 100 besar, dan selanjutnya segara dibuatkan 

lembar penghitungan dan nota penghitungan STP agar diterbitkan STP-nya. 

Dengan demikian bahwa WP akan tetap merasa diawasi. 

3. Sebaiknya Korlak PPh Badan I menggunakan beberapa tenaga pegawai honor, 

dengan syarat bahwa tidak semua tugas diberikan kepada mereka. Adapun 

tugas yang diberikan sebatas penyortiran dan memasukkan berkas ke dalam 

anak berkas saja. 

4. Sebaiknya penyampaian data dari seksi PPN ke PPh badan harus lebih 

dikoordinir, hal ini dilakukan agar dapat mengawasi peredaran usaha WP 

badan 100 besar dalam tahun pajak berjalan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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5. Sebaiknya pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan terhadan~;§.a)'g,, 
. ~,· . ..,,. ··:t ' \~ 

. . '-\y 11::: \,/~ ~\ 
ttdak dapat menunJukkan data, dokwnen, catatan atau pembuk~F -~~~a:b~ } 

bukti dari usaha yang dijalankannya, dilakukan teknik-teknik,_,.I]~hi~.;1K.s,~ .~~ 
.,,,. ,/"": 

. •, ·~ . :·-~ - ' .r 
lainnya serta metode-metode penghitungan pajak yang lam~-. sehmgga 

penetapan pajak yang terutang sesuai atau mendekati dengan keadaan yang 

sebenarnya. 
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